
Pembiayaan Iklim Tidak Boleh Meninggalkan 
Kaum Perempuan di Kalangan  Masyarakat Adat, 
Keturunan Afrika, dan Masyarakat Lokal!

SERUAN KAMI UNTUK MELAKUKAN AKSI

Janji bersejarah sebesar USD 1,7 miliar yang dibuat pada CoP-26 UNFCCC di Glasgow oleh 
berbagai negara dan donor dalam mendukung hak-hak kolektif dan wilayah masyarakat adat 
dan masyarakat lokal adalah langkah menuju arah yang tepat. Tetapi, jika dimaksudkan untuk 
memperbaiki kesenjangan secara historis dalam pembiayaan langsung kepada masyarakat adat 
dan masyarakat lokal, maka harus mengatasi hak kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, 
keturunan Afrika, dan masyarakat lokal atas akses langsung ke pembiayaan. Pembiayaan iklim 
tidak boleh meninggalkan kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan 
masyarakat lokal.

Pemerintah di seluruh dunia juga telah berkomitmen pada CoP-26 dalam pembiayaan untuk 
memastikan kesetaraan gender. Kanada telah berkomitmen untuk menargetkan 80 persen dari 
investasi iklimnya sebesar USD 4,3 miliar selama lima tahun mendatang untuk menghasilkan 
kesetaraan gender; Inggris sedang berupaya menetapkan bagaimana caranya agar pembiayaan 
sebesar USD 223 juta akan mengatasi tantangan ganda, yaitu ketidaksetaraan gender dan 
perubahan iklim; dan AS akan menginvestasikan Dana Aksi Kesetaraan dan Kesamaan Gender 
sedikitnya USD 14 juta untuk penyusunan program iklim tanggap-gender. Sangat penting untuk 
pembiayaan iklim ini sepenuhnya sampai kepada kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, 
keturunan Afrika, dan masyarakat lokal yang berada di garis depan dan berperan penting dalam 
melindungi dan memulihkan wilayah kita.

Pada Komisi mengenai Status Perempuan ke-66 PBB (CSW66), memasukkan perspektif gender ke 
dalam kebijakan dan program perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan lingkungan 
telah menjadi hal penting. Mengulang kembali Kesimpulan yang telah Disepakati pada CSW66, 
terutama sejalan dengan bagian 23 dan 24, pembiayaan iklim tidak boleh mengecilkan peran tidak 
ternilai dari kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat 
lokal, terutama sumbangsih mereka dalam aksi iklim, melestarikan pengetahuan dan mata 
pencarian tradisional,  memperkuat keadilan gender, dan mendukung gerakan hak asasi manusia 
dan hak kepemilikan.

Pembiayaan ini juga harus berupaya keras untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk 
perubahan iklim, prakarsa iklim, dan kebijakan yang merugikan masyarakat dan kaum perempuan 
ini guna memastikan kehidupan yang berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Dalam rangka 
menyongsong CoP-27 UNFCCC di Mesir pada bulan November 2022, dirasa sangat penting agar 
tindakan untuk memastikan komitmen yang dibuat pada CoP26, maupun komitmen negara-
negara, dijalankan secara transparan dan dengan mengakui peran kaum perempuan dalam 
mitigasi dan adaptasi iklim maupun perlindungan lahan.

Pada 2016, Organisasi Ekonomi Antarnegara (OECD) mencatat bahwa hampir USD 10 miliar 
diperuntukkan organisasi-organisasi masyarakat madani (CSO) dalam memperjuangkan keadilan 
gender. Namun demikian, hanya 8% dari dana ini sampai kepada CSO yang bekerja di negara-
negara berkembang, dan dilaporkan hanya sebagian sampai langsung kepada organisasi-
organisasi hak perempuan di tingkat tapak. Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi 
perempuan di kalangan masyarakat adat menerima hanya 0.7% dari keseluruhan pembiayaan 
hak-hak asasi manusia yang tercatat selama 2010-2013 meskipun memakai, mengelola, dan 
melestarikan wilayah masyarakat seluas lebih dari 50% lahan dunia. Bahkan apabila sumber daya 
sampai kepada organisasi-organisasi perempuan di kalangan masyarakat adat, biasanya tidak 
mencukupi dan bersifat jangka pendek.

https://www.awid.org/publications/call-action-insights-status-funding-indigenous-womens-groups#:~:text=Search-,A%20Call%20to%20Action%3A%20Insights%20into%20the%20Status,Funding%20for%20Indigenous%20Women's%20Groups&text=Indigenous%20knowledge%20and%20sustainable%20practices,sustainable%20management%20of%20natural%20resources.
https://doi.org/10.53892/PMYV6840


Data pemerintah global dan regional terkini terkait akses perempuan ke pembiayaan tidak 
mencukupi dan tidak memadai. Hampir tidak ada akses bagi kelompok, organisasi, perhimpunan, 
dan usaha bersama perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat 
lokal di belahan bumi selatan (Global South), hal ini mencerminkan pengabaian pemerintah 
terhadap kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal.

Kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal 
mengalami kekerasan dalam hak-hak asasi manusia yang sistemik dan menjadi-jadi secara luas, 
dalam berbagai segi, dan rumit. Perbuatan ini secara bersama-sama membatasi penentuan nasib 
sendiri dan kendali mereka atas sumber daya alam, yang kesemuanya dipengaruhi oleh struktur 
kekuasaan lelaki, dan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan gender, kelas, 
ras, asal etnis, adat, dan status sosial ekonomi.

Dalam rangka menyongsong CoP-27, kami menyerukan kepada seluruh negara, donor, dan 
mitra untuk menanyakan apa yang dapat mereka lakukan dengan cara yang berbeda-beda untuk 
mengakui serta mendukung peran dan sumbangsih yang tidak ternilai dari kaum perempuan di 
kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan iklim 
dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk merintis pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, seluruh negara dan donor harus 
melakukan aksi bagi kesetaraan gender dan keadilan gender untuk segera menyediakan 
pembiayaan langsung kepada kelompok, organisasi, perhimpunan, dan usaha bersama 
perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal di belahan 
bumi selatan yang telah secara historis kurang didukung dan kurang dibiayai.

Secara khusus, kami menyeru kepada seluruh negara, donor, beserta lembaga perantara  dan 
mitra mereka untuk membiayai prakarsa kemitraan berikut ini bersama kelompok, organisasi, 
perhimpunan, dan usaha bersama perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, 
dan masyarakat lokal:

•	 Mengalokasikan dana khusus untuk memastikan hak-hak kepemilikan sah perempuan atas lahan, 
hutan, dan air dengan memperbaiki dan/atau menciptakan reformasi kebijakan yang peka-gender:
	º Mendukung proses-proses yang memastikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wilayah 
masyarakat.

	º Menciptakan dan mempertahankan ruang untuk dialog kritis mengenai reformasi kebijakan yang 
menyertakan kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat 
lokal. 

	º Memastikan pembiayaan agar memungkinkan kaum perempuan siap berdialog dengan pemerintah, 
komunitas donor, dan mitra untuk memastikan keikutsertaan mereka dalam perancangan dan 
pelaksanaan kebijakan.

	º Memperkuat organisasi, kelompok, dan gerakan perempuan dengan terus memfasilitasi pembelajaran 
sejawat, mengembangkan pengetahuan, dan membangun kemampuan untuk menyusun agenda 
mengenai hak-hak mereka. 

	º Mengutamakan pembuatan undang-undang peka-gender dan reformasi kebijakan yang selaras 
dengan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW) dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

•	 Memberikan bantuan keuangan secara berkesinambungan untuk memastikan kepemimpinan 
strategis dan keikutsertaan kaum perempuan dalam proses pembuatan keputusan pada seluruh 
tingkat lembaga:
	º Memetakan para calon pemimpin perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan 
masyarakat lokal. 



	º Menilai dan mengakui kedudukan kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, 
dan masyarakat lokal sebagai pemilik hak dan pelaku perubahan. 

	º Menyediakan beasiswa dan mensponsori secara berkesinambungan untuk memperkuat 
kepemimpinan mereka.

	º Mendukung kelompok, organisasi, dan perhimpunan perempuan untuk mengelola proyek dan 
prakarsa mereka sendiri (berdasarkan kebutuhan dan minat yang mereka identifikasi sendiri). 

	º Membangun kemampuan untuk memastikan bahwa kaum perempuan memahami hak-hak mereka 
dan percaya akan kemampuan mereka untuk bernegosiasi di dalam dan di luar komunitas mereka. 

	º Membiayai pelestarian, pembangkitan kembali, dokumentasi, dan promosi pengetahuan dan praktik 
tradisional.

•	 Menyediakan dan menjamin pembiayaan yang memadai bagi prakarsa dan usaha mata pencarian yang 
ditentukan sendiri oleh kaum perempuan untuk memastikan otonomi dan pemberdayaan mereka.
	º Mendukung pengembangan organisasi dan kelembagaan perempuan untuk memastikan lembaga 
ekonomi dan politik mereka.

	º Pemerintah harus mendukung dan mengutamakan prakarsa dan usaha ekonomi perempuan serta 
pengembangan usaha mereka, dan memberi pembebasan pajak dan subsidi bagi usaha kecil yang 
dipimpin oleh perempuan. 

	º Menyediakan pembiayaan langsung kepada kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, 
keturunan Afrika, dan masyarakat lokal agar membekali diri dengan baik untuk mitigasi, persiapan, 
dan adaptasi terhadap dampak krisis iklim dan memungkinkan mereka agar tangguh dan 
mengupayakan pemulihan wilayahnya.

	º Menyediakan pembiayaan langsung kepada kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, 
keturunan Afrika, dan masyarakat lokal untuk mengganti kerugian dan kerusakan akibat perubahan 
iklim dan proses eksploitasi sumber daya yang membahayakan.

•	 Menyediakan pembiayaan yang memadai untuk menetapkan dan menegakkan mekanisme 
pengamanan guna memperkuat otonomi kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan 
Afrika, dan masyarakat lokal dan hak-hak mereka dalam hal Persetujuan atas Dasar Informasi Awal 
Tanpa Paksaan (FPIC), penentuan nasib sendiri, dan  proses hukum yang adil sebagaimana diuraikan 
dalam hukum nasional dan internasional yang memungkinkan.

•	 Menciptakan mekanisme dan lembaga pada semua tingkat untuk mengatasi dan mencegah kekerasan 
dan diskriminasi berbasis-gender:
	º Menjamin pembiayaan untuk perlindungan kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, 
keturunan Afrika, dan masyarakat lokal yang menjadi pembela hak asasi manusia dan hak wilayah.

	º Menjamin pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan mekanisme perlindungan bagi kaum 
perempuan ini terhadap kekerasan dan kriminalisasi.

	º Membiayai dokumentasi, penelitian, dan pemetaan partisipatif mengenai kekerasan berbasis-
gender yang berdampak terhadap kaum perempuan di kalangan masyarakat adat dan masyarakat 
lokal yang menjadi pembela hak asasi manusia dan hak wilayah.

	º Membiayai bantuan hukum bagi kaum perempuan ini untuk memperoleh keadilan dan memperkuat 
kesadaran mereka akan sistem dan proses hukum melalui pelatihan paralegal.

Untuk memastikan pembiayaan sampai langsung kepada organisasi-organisasi perempuan dan 
prakarsa ini, kami menyarankan agar para donor dan mitra:

•	 Mengutamakan alokasi dana khusus yang menargetkan kelompok, organisasi, perhimpunan, usaha 
mata pencarian, dan prakarsa ekonomi maupun agenda hak asasi manusia dan hak kepemilikan 
perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal. 

•	 Donor perantara, filantropis, dan bilateral harus menyingkirkan hambatan teknis, hukum, dan 
administratif untuk menjamin akses kelompok-kelompok ini ke proses pembiayaan yang luwes, 
disederhanakan (mudah untuk diikuti) dan efektif.
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•	 Mengadaptasi pembiayaan dengan pendekatan dari bawah dan berbasis-konteks untuk pembiayaan 
iklim yang inklusif gender, dan menyusun kerangka-kerangka pemantauan untuk adaptasi, ketahanan, 
dan mitigasi iklim yang diinformasikan berdasarkan pengalaman kaum perempuan dalam mengakses 
dan mengelola dana ini. 

•	 Terlibat dalam dialog langsung dan menciptakan ruang kolaborasi dengan kaum perempuan di kalangan 
masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa pendekatan dari 
bawah dan berbasis-konteks ini mengakui kepemimpinan, keahlian, dan visi mereka. 

•	 Menyediakan pembiayaan langsung untuk mendukung peran perempuan sebagai pembela dan 
pemimpin di garis depan atas hak lingkungan, lahan, dan air, dan menjamin bahwa pembiayaan ini 
maupun mekanisme ganti rugi atas keluhan memastikan perlindungan jangka panjang mereka. 

•	 Menyediakan pembiayaan langsung kepada beraneka ragam kelompok, perhimpunan, dan organisasi 
perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat lokal terlepas dari ukuran 
dan strukturnya. 

•	 Donor harus memastikan kepatuhan terhadap standar pertanggungjawaban dan transparansi 
komitmen pemerintah dan instansi pelaksana untuk memperkuat keterwakilan perempuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak mereka.

•	 Donor harus melakukan upaya secara sadar untuk menyebarluaskan informasi tentang peluang 
pembiayaan kepada kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan masyarakat 
lokal.

•	 Memastikan keterwakilan kaum perempuan di kalangan masyarakat adat, keturunan Afrika, dan 
masyarakat lokal dalam komite-komite internal yang dibentuk oleh donor untuk pengalokasian dan 
pemantauan atas komitmen pembiayaan.

Daftar organisasi-organisasi yang telah mendukung Seruan Aksi ini:
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